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 ABSTRAK  - Cita-cita dan tujuan NKRI adalah membangun masyarakat Indonesia yang 

adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat Papua sebagai insan ciptaan 

Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya 

yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk 

menikmati hasil pembangunan secara wajar. Sistem pemerintahan NKRI 

menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. 

Integrasi bangsa dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan 

menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya 

masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus. Penduduk 

asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang 

merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki 

keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di 

Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, 

belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, 

mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan 

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Pengelolaan 

dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan 

secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga 

telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan 

daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli 

Papua. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan 

Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, 

serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan 

adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI. Pemberlakuan kebijakan 

khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup 

perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar 

penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, 

pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga 

negara. Telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk 

memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap 

hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli 

Papua. Perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya 

menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian 

Jaya menjadi Papua. Berdasarkan hal-hal tersebut, dipandang perlu 

memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan 

UU. 



 

  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 

18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), 

Pasal 26, dan Pasal 28; Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998; Ketetapan 

MPR RI No. IV/MPR/1999; Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000; Ketetapan 

MPR RI  IV/MPR/2000; Ketetapan MPR RI V/MPR/2000; Ketetapan MPR RI  

VIII/MPR/2000; UU No. 1/Pnps/1962; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 22 

Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 

Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 26  Tahun 2000.   

  

  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi 

Khusus dalam kerangka NKRI dengan menggunakan Sang Merah Putih 

sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan. 

Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Kota yang masing-

masing sebagai Daerah Otonom dan terdiri atas sejumlah Distrik yang 

terdiri juga atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. 

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan 

legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka 

penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis 

Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang 

memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang 

asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan 

budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup 

beragama. MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi. Pemerintah 

Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi 

lainnya. Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota 

sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan 

eksekutif. Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota 

beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Di Kampung 

dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau 

dapat disebut dengan nama lain. 

 

 CATATAN : -  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 

2001.   

  -  Penjelasan : 27 hlm. 

 


